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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Abstrak - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya
menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk
menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan
pengaduan, perlu membentu Tim Koordinasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum
ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017tentang Pemilhan Umum Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik

eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi
Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PeraturanKomisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaSekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi PemilihanUmum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;



Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur pembentukan
tim koordinasi penanganan pengaduan Masyarakat di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2
Februari 2026



